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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2013, perlu dilakukan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2O73;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi $umatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 199a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3B5i);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 4T,Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

-1-



6.

7.

B.

5. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oe4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesra

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o04 Nomor 66, ?ambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42ll;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor l21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undanl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a4 \
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan
pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a438);

1o. undang-undang Nomor 27 Tahun 2oo9 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralqyat,

Dewan perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O43);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

12. peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun L95O tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 195O Nomor 59);

13. peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L0, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia I'{omor aA28|';

14. peraturan pemerintah Nornor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DpRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik

Ind.onesia l,[omor 44\61sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2o07 tentang
perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7l2l;

15. peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502l;

16. peraturan pemerintah Nomor 3o Tahun 2o1L tentang Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 201 1 Nomor 59, Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

9.
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17.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

28,

29.

22.

25.

27.

26.

peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan
pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSBS);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);
peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6l4l;
peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 t'rntang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 22,Tarr'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20LO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2At2 l.rlntang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;
peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi

Sumatera Utara {lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOB Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Porvinsi Sufnatera Utara Nomor 6);
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30. peraturan Daerah Nomor z Tahun 20o8 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat

Dewan perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

31. peraturan Daerah Nomor B Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera

utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera utara Tahun 2oo8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 8);

32. peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah

provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2oo8 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

33. peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2oo9 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 17);

34. peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2o1o tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PER1VAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dal
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TEMANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

perubahan Angga.rarr Pendepatan dall Bela4ia Daerah Provinsi Surnatcra Uta.ra Tahun Angggran 2013, adalah seb€gdi b€rikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. tsertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 8,481,871,649,956.00
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2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

(21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Pasal 2

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

hurufa terdiri darijenis pendapatan :

9,966,922,252,506.00
158,495,436 ,492.QO

385,O50,602,550.0O
(370,323,01 1,5O3.00)

Rp. 9,O25,417,688,998.00
Rp: 85,7L5,776,654.0o

14,727,591,O47

Rp. 100,443,367,701

Rp.

5,525,557,845,61O.OO

T,776,803,296,242.OO

Rp. L,9o8,772,323,8OO.O0

Rp.

roo,443,367,701.00

4,8O9,369,A31,556.00
716,r88,8t4,O54.00

2,O07,091,O 15,600.O0
(23Q,287 ,719,358.00)

1,665,41 1,602,80O.00
t43,360,72t,OOO.00

Rp. 4,276,706,265,923.00
Rp. 243,OOO,OOO,0OO.OO

Rp.

Rp.
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b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Rp. 44,171,45t,121.OO
Rp. 12,600,000,000.00

Rp. 56,771,451,121.00

Rp. 305,173,490,912.OO
Rp.

Rp. 183,317,823,600.00
Rp. 460,588,814,O54.0O

Rp. 305,173,490,912.00

Rp. 643,906,637,654.00

Rp. 7IO,547,68t,60O.0O
Rp. (23A,287,719,358.00)

Rp. 48O,259,962,242.OQ

Rp. t,223,445,4O4,OOO.0O
Rp.

Rp. 1,223,445,404,000'00

Rp. 73,097,93O,OOO.0O

Rp.

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
Rp. 38,083,696,800.00
Rp. 40,000,000,000.00

Rp. 73,O97,93O,O00'0O
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b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

c. Pendapatan Lainnya dari Pemerintah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari
a- Belanja Tidak Langsung

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Belanja Hibah
i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp.
Rp.

1,599 ,572,!60,O00.00
t9,36Q,721,00o.0o

Rp. 1,618,932,881,000.00

Rp.
Rp.

27,755,746,000.00
84,OOO,OOO,OO0.00

Rp. 1tr,755,746,O00.00

Pasal 3

Rp.
Rp.

6,187,303,833,456.00
357,305,975,764.OO

Rp.
Rp.

2,679,618,419,050.00
(198,81O,539,272.OOl,

Rp.

Rp.

6,544,6A9,809,220.OO

2,48O,8O7 ,879,778.OO

Rp. 1,111,333,479,114.OO

(21

Rp.
Rp.

523,096,O14,491.00
588,237,464,623.40

b.
Rp.

Rp.
2,180,583,066,73r.OO

(24,O17 ,O2r,75O.0O)
Rp. 2,156,566,044,981.00

Rp.
Rp.

107,804,898,000.00
(31,753,473,500.00)

c.
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Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan

f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2l Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

c.

Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) BertambahlPerkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Belanja Modal
1) Semula
2) Bertarnbah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Pemerintah Desa setelah perrrbahan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

522,700,000,o00.o0

2,845,619,854,234.O4
(r75,L6O,993,609.0O)

2,67Q,458,a60,625.00

Rp.
Rp.

522,700,OOO,OO0.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

e, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

7,500,000,oo0.00

(3)

178,746,265,480.00
(8,655,645,250.00)

7,500,o00,000.oo

170,o90,620,230.00

t,46L,320,060,664.OO

Rp. 849,397 ,L98,884.OO

Rp.
Rp.

b.
Rp.
Rp.

| ,587 ,47 | ,678,604.O0
(126, i51,617,94O.OO}

Rp.
Rp.

913,4AO,474,966.00
(64,OO3,276,O82.00)

{1)

Rp.
Rp.

385,O50,602,550.00
(370,323,O I 1,503.0O)
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Rp.
Rp. IOO,443,367,701.O0

Rp. 10A,443,367,701.O0
Rp. 185,715,776,654.00)

(2) PeneriEaan sebagaiduna dimelrsud pada atat (r) huruf a terdid darijenis pelnbiqysan :

a. Sisa Lbih Perhitungan Anegaran Daerah Talun Seb€lum)'a
r) Semula Rp, 385,050,602,550.00
2) Bertaabah/(b€rkurans) Rp. (370,323,o1r,so3 oo)

Jumlah Sisa Lbih P€rtutungao Anggaran Daerah Tsnun S€belumnya set€lbh perubahsn Rp. 14,727,591,047.00

(3) Fengelua$n s€bagairnana dimGtsud peda ayat {1) huflrfb terdirt darijenie p€mbiayaarr:

a. Penyertsd Modal Uni'€atasi) Pemerintah De€rah
Rp.

Rp. 1OO,OOO,OOO,0O0.00

Rp. 1O0,000,0O0,O00.OO

Rp.

Rp. 443,367,7OL.OQ

Rp. 443,367,70I.00

Pasaf 5

Uraian kbih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utsra Tahun Anggaran 2013 sebaaaitrrarra dim€ksud
dalsm Pasal t, tercantum dalartr Lampiran yang merupaka! bagian yang tidak terpissikan dsri Peratursn Daerah ini, terdir:i dari :

l. Iampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Iampiran II Ringkasan Peflrbqhan APBD menurut Uiusan Pemerintshan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. L€mpiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgalisasi SKPD, Peqdapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran Iv ReLapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusar P€oerint€han Daeiah d€.rr Orgaiisasi SKPD, Progfam darr
Kesiatan;

5. L€mpiran V RekapituLasi Perubahan Bel€nja Daerah untuk Kes€larasan dan lcterpaduan Urusan Pederintshan Daemh dan
Fungsi Dala.E Ker€igka Pengelolaen Keuaigen Daerah;

6. Iampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegaq/ai Pergolongan dan Per Jabaton;

b. Pengeluaran
i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan
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7.

B.

9.

L,ampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
tahun anggaran ini;
Daftar Pi4jaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Paaaf 6

Gubernur Sumatera Utara mdetapkan Peratu.ran Gubefnur tentang Perub€lan Penjabar€n Angaran P€ndapetan da$ Belanja Daerah scbagai
landasan opcrasional pelaksslaan.

Paaal 7

Peraturan Dacrah ini Eulai berlaku pada tanqgaf diundangkan.

Aga! sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahtal pengundallgon Peraturan Daerah ini dengan perreBpatannya datra$ kmb€ran Daemh
Provinsi Sulrletera Utare.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1O Desember 2O13

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal W a$orS{ 2(4h

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR II
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